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TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten  PenajamPaser  Utara  di   Propinsi Kalimantan Timur  (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4138);14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139);15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574);18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4577);21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomanpenggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentangUrusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor6);27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2009 Nomor 11);28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010Nomor 20);29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran DaerahTahun 2011 Nomor 11);30. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);31. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011Nomor 29);32. Peraturan Bupati  Penajam  Paser Utara Nomor 29 Tahun 2011 tentang PerubahanPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011.

Pasal 1Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas:1. Pendapatan :a. Pendapatan Asli Daerah Rp 29.357.613.834,91b. Dana Perimbangan Rp 1.084.593.290.685,00c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 83.940.350.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.197.891.254.519,91
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2. Belanja :a. Belanja Tidak Langsung :1)  Belanja Pegawai Rp 238.687.781.027,002)  Belanja Bunga Rp 0,003)  Belanja Subsidi Rp 0,004)  Belanja Hibah Rp 20.604.243.000,005)  Belanja Bantuan Sosial Rp 15.638.240.000,006)  Belanja Bagi Hasil Rp 0,007) Belanja Bantuan Keuangan Rp 41.313.474.832,008)  Belanja Tidak Terduga Rp 77.750.000,00Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 316.321.488.859,00

b. Belanja Langsung :1)  Belanja Pegawai Rp 61.767.141.439,002)  Belanja Barang dan Jasa Rp 197.639.455.731,003)  Belanja Modal Rp 526.278.081.107,52Jumlah Belanja Langsung Rp 785.684.678.277,52
Total Belanja Rp 1.102.006.167.136,52

Surplus Anggaran Rp 95.885.087.383,39

3. Pembiayaan :a. Penerimaan Rp 101.147.122.430,16b. Pengeluaran Rp 23.574.060.855,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 77.573.061.575,16

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 173.458.148.958,55

Pasal 2Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalamLampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal 3Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebihlanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
Pasal 4Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantumdalam Lampiran II Peraturan Bupati Penajam Paser Utara ini.
Pasal 5Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 6Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkanAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal 17  Oktober 2012
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajampada tanggal 17  Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 41.


